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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN 

BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 

 

ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh banyaknya pasangan suami isteri yang menikah, akan tetapi 

dalam kehidupan keluarganya tidak berlangsung dengan harmonis, 

bahkan terjadi perceraian. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan 

perkawinan sebelum melangsungkan akad pernikahan dengan tujuan 

supaya para calon pasangan suami isteri tersebut sudah siap dan 

matang dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah.  

Dari latar belakang masalah tersebut saya ingin meneliti 

bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin. Adapun yang menjadi masalah adalah ada dua. Yang 

pertama bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Gunungkidul. Yang kedua apa saja faktor penghambat dalam 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Gunungkidul. Adapun jenis penelitian adalah 

penelitian Lapangan (field research). Objek penelitian adalalah 

pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi 

ini adalah pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Setalah data 

terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis data. 

Berdasarkan hasil penelitian dari penyusun dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul belum efektif, karena pelaksanaan 

bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama 
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Kabupaten Gunungkidul ini belum berjalan sesuai aturan yang ada. 

Hal ini disebabakan oleh sejumlah kendala yang ada dalam 

pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul diantaranya ketepatan waktu baik peserta 

maupun narasumber, serta minimnya minat dari peserta bimbingan 

perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. adanya 

kesibukan dari peserta sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan 

perkawinan.  

 

Kata Kunci : Efektifitas,Bimbingan,Perkawinan 
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MOTTO 

 

 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian “ 

( QS. Al-Insyirah : 6 ) 

 

 

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani 

( Ki Hadjar Dewantara ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

ba>’ b Be 

ta>’ t Te 

sa’ s\ es (dengan titik di 

atas) 

jim j Je 

h}a>’ h} ha (dengan titik di 

bawah)  

kha>’ kh ka dan ha 

da>l d De 

z\a>l z\ zet (dengan titik di 

atas) 

ra>’ r Er 

zai z Zet 

sin s Es 

syin sy es dan ye 

s}a>d s} es (dengan titik di 

bawah) 

d}ad d} de (dengan titik di 

bawah) 



 
 

x 

t}a>’ t{ te (dengan titik di 

bawah) 

z}a>’ z} zet (dengan titik 

dibawah) 

‘ain ‘ Koma terbalik (di 

atas) 

Gain g ge  

fa>’ f Ef 

Qaf q Qi 

Ka>f k Ka 

La>m l ‘el 

Mim m ‘em 

Nu>n n ‘en 

Wa>w w W 

ha>’ h Ha 

Hamzah ’ Apostrof 

ya>’ y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 ditulis Muta’addidah يُتَعَدِّ دَةٌ

 ditulis ’iddah عِدَّةٌ

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

ًَةٌ  ditulis Hikmah حِكْ

 ditulis ’illah عِهَةٌ
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu 

terpisah maka ditulis dengan h. 

ًَرَكَ ءِايَهِوْنْاَا ةُا  ditulis Kara>mah al-Auliya >’ 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah 

dan dammah ditulis t atau h.  

رِطْفِاهْاةُكَزَ  ditulis Zakah al-fit}ri 

D. Vokal Pendek 

 

مَعَفَ  
fathah ditulis 

a 

fa’ala 

 

رَكِذُ  
kasrah ditulis 

i 

z\ukira 

بُهَذْيَ  
dammah ditulis 

u 

yażhabu 

E. Vokal Panjang 

1 
fathah + alif 

 جَاهِهِيَةٌ
ditulis 

ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

2 
fathah + ya’ mati 

يسََْتَ  
ditulis 

ditulis 

a> 

tansa> 

3 

 

kasrah + ya’ mati 

 كَرِيْىٌ

Ditulis 

ditulis 

i> 

kari>m 

4 
dammah + wawu mati 

 فُرُوْضٌ

Ditulis 

ditulis 

u> 

fu>rud} 
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F. Vokal Rangkap 

1 
fathah +  ya’ mati 

َُكُى ْبَيْ  

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2 
Fatha + wawu mati 

 قَوْلٌ
ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G. Kata Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

وْتَُْأَأَ  

ٍْ شَكَرْتُىْ  نَئِ

ditulis 

ditulis 

a’antum  

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata ,ال

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang 

diikuti huruf Qamariyyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya   

ٌُآرْقُانْ  

 انْقِيَاسُ
ditulis 

ditulis 

al-Qur’ a>n 

al-Qiya>s 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l 

(el) nya. 

اءًََنسَّا  

ًْسُ  انشَّ
ditulis 

ditulis 

as-Sama>’ 

asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

ضِوْرُفًُاهْوِذَ  

ةَُِاهسُّمُهْأَ  

ditulis 

ditulis 

z\awi> al-furu>   

Ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf 

awal kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

ٌُ َْزِلَ فِيْهِ انْقُرْاَ ٌَ انَذِى أُ  <Syahru Ramad}a>n al-laz\i  شَهْرُ رَيَضَا

unzila fi>h al-Qur’a>n 

K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya 

hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-

Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh 

Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.  
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi 

berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya 

Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, 

Misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebainya 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan 

semesta  alam, Dzat yang mengajarkan kepada manusia apa yang 

belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat manusia 

menuju cahaya kebenaran sejati. 

Skripsi berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019” ini disusun dalam rangka 

memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu 

dalam bidang Al–Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis mengakui 

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

kebaikan hati dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan, 

bimbingan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan 

hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan 
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1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. 

selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

2. Bapak Dr.H.Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum beserta staffnya. 

3. Bapak Mansur S.Ag., selaku Ketua Jurusan  Hukum Keluarga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa 

arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) 

yang memiliki arti kawin.
1
 Sementara Dalam undang-undang No 

1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seoarang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluaraga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Sedangkan 

Perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam adalah pernikahan 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Membangun keluarga sakinah yang penuh dengan 

ketenangan hidup dan rasa kasih sayang diperlukan adanya 

seorang anggota keluarga berperan aktif dalam menjaga 

kebutuhan rumah tangga. Sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh 

Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar Rum Ayat 21: 

3

 

                                                           
1
  Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara 

Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan, (Jakarta: Kharisma Putra 

Utama, 2014), hlm 36-37 
2
  UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1 

3
  Ar-Rum (30) : 21. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah 

menciptakan  manusia untuk saling berhubungan antara laki-laki 

dan perempuan, supaya tercipta rasa ketentraman, keharmonisan 

dan kasih sayang dalam kehidupan prahara rumah tangga.  

Tingginya angka perceraian  baik cerai gugat maupun cerai 

talak khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul salah 

satunya diakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. 

Pasangan yang bercerai berarti telah gagal mewujudkan tujuan 

perkawinan. Salah satu yang mempengaruhi perceraian karena 

faktor ekonomi, pihak ketiga atau pemenuhan hak dan kewajiban 

satu sama lain  kurang tercukupi. Solusi untuk mengatasi masalah 

diatas diperlukan fondasi yang kuat dalam membangun 

kehidupan rumah tangga, maka seseorang yang memutuskan 

untuk melakukan perkawinan dituntut memiliki pengetahuan dan 

wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga. Namun 

untuk mencapai sebuah fondasi tujuan utama dari perkawinan 

tidak hanya dari pihak keluarga saja melainkan dari pihak negara.  

Dalam hal ini pemerintah mengadakan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin yang merupakan program dari 

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 

bagi Calon Pengantin dalam upaya mencegah dan mengurangi 

angka perceraian dan perselisihan di Indonesia bisa berjalan 

sesuai apa yang diharapkan. 

Dengan diberlakukannya aturan ini setelah mengikuti 

bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama 
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diharapkan para calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan 

pemahaman betapa penting nya mengenai bimbingan perkawinan 

untuk bekal berumah tangga kelak nanti. Dan memberikan efek 

positif yang baik sehingga mengurangi resiko terjadinya 

perceraian. 

Berdasarkan pengamatan yang ada, Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 

untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan mulai tahun 

2018. Sehingga dalam pelaksanaan nya dengan peraturan tahun - 

tahun sebelumya memiliki perbedaan. Dalam hal ini letak 

perbedaannya adalah tidak efektifnya Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun sebelumnya. Sehingga 

saya tertarik untuk mengamati pelaksanaan bimbingan 

perkawinan di Kabupaten Gunungkidul kenapa bisa tidak efektif, 

dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018. Dan apakah sudah 

sesuai dengan peraturan yang ada atau masih menemukan 

kendala-kendala dalam pelaksanaanya. Hal inilah yang membuat 

penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang 

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN 

PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2019”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan 

di atas, maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan 

diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin di kementerian agama Kabupaten Gunungkidul? 

2. Mengapa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin tidak efektif di kementerian agama Kabupaten 

Gunungkidul? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten 

Gunungkidul. 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin tidak efektif di Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut  

1. Secara teoritis, peneliti skripsi ini dapat menambah informasi 

dan pemahaman mengenai pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin dalam upaya membagun 

keluarga sakinah. 



5 

 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan terhadap calon pengantin maupun penyusun 

yang kelak akan melakukan perkawinan. Dengan catatan 

mengikuti secara keseluruhan dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuraan dan pengamatan yang ada 

penyusun menemukan skripsi yang juga membahas terkait 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Akan tetapi, skripsi 

yang membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul” belum ada. Dikarenakan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul baru diberlakukan pada tahun 2018 dan 

beberapa kali mengalami perubahan akan tetapi praktiknya pasti 

ada hal yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dan ada pula yang 

kurang sesuai.  Hal itu dipengaruhi oleh faktor pendukung dan 

faktor penghambat, sarana prasarana serta keterlibatan 

masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin itu 

sendiri. Berikut skripsi yang membahas tentang bimbingan 

perkawinan bagi calon  pengantin : 

Skripsi yang disusun oleh Diyah Asti utami yang berjudul 

“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudukan Keluarga Sakinah 

Di KUA Kecamatan Wonosari”. Skripsi ini menjelaskan tentang 
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bagaimana pelaksamaam bimbingan pra nika yang dilakukan oleh 

KUA Kecamatan Wonosari dan metode bimbingan apa saja yang 

digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA 

Wonosari sehingga Kecamatan wonosari ini presentase percerain 

tertinggi sekabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian dalam 

sekripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini 

menunjukan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra 

nikah di KUA Wonosari adalah metode individual secara 

langsung atau face to face, dan metode kelompok.
4
 

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang 

berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon 

Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini 

memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan 

kursus pra nikah di kecamatan suangai kanan Kabupaten 

Labuhanbatu selatan, sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai 

faktor pendukung serta penghambatnya. Skripsi ini bersifat 

deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. 

Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus pranikah dan 

kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara Kurang efektif 

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai 

                                                           
4
  Diah Asti Utami, Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga 

Sakinah Di  KUA Kecamatan Wonosari”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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penasehatan pra nikah ini dan menganggap metode kursus calon 

pengantin yang begitu lama.
5
 

Skripsi yang disusun Oleh Pujiati yang berjudul 

“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”. 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang langkah-langkah 

bimbingan pra nikah serta materi-materi yang disampaikan dalam 

bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Dan juga membahas 

mengenai faktor- faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah dengan kualitatif, teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil dari skripsi ini adalah mulai dari penemuan 

masalah dihadapi oleh pasangan pra nikah, pengumpulan data 

yang digunakan dalam bimbingan pra nikah , dan penyelesaian 

masalah oleh pembimbing pra nikah terhadap masalah yang 

dihadapi klien. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan 

yang dilakukan. Materi yang disampaikan pada bimbingan pra 

nikah ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-

masing pasangan. Dalam skripsi ini lebih memperhatikan faktor-

                                                           
5
   Suci Cahayati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus 

calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan Provinsi sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syar’ah 

dan hokum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari bimbingan pra 

nikah.
6
 

Skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatullah yang berjudul 

“Gambaran umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan 

Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”. Dalam penelitian ini 

dijelaskan tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kursus 

calon pengantin dan kursus pra nikah penelitian yang diperoleh, 

bahwa dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Sedangkan kursus 

calon pengantin secara individu dapat dilakukan setiap hari senin 

– kamis selama jam kerja. Dengan menggunakan metode tanya 

jawab dan pengarahan-pengarahan, serta durasi waktu yang 

terbilang sangat singkat sekitar sepuluh menit. Hal ini belum 

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ.II/491 tahun 

2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
7
 

Dari hasil penelaah yang penyusun lakukan, penyusun 

mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang 

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul. Memang banyak yang penelitian 

tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan 

tetapi tingkat keefektifan di setiap daerah berbeda-beda. Oleh 

                                                           
6
  Pujiati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
7
   Ilham Hidatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon 

Pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo”, Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2017 
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karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini representatif 

dan layak untuk dikaji. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti efektif. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya ada efeknya, manjur, 

membawa hasil, pengaruh, akibat. Jadi efektivitas adalah 

keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam  suatu 

kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju, serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang 

berlaku.  

Teori efektivitas hukum ini didukung oleh teori 

pemberlakukan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M 

Friedman mengategorikan efektivitas hukum ke dalam tiga 

kategori atau teori. Pertama, fokus kajian budaya hukum 

(legal culture) yaitu masyarakat yang menjadi subyek yang 

diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma, kebiasan dan semacamnya, misalnya  bagaimana 

sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa 

yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum, dsb. 

Kedua, struktur hukum (Legal structure) yaitu lembaga dan 

penegak hukum atau pelaksanaan dari perundang-undangan 

dengan menganalisis keberhasilan atau kegagalan 

pemberlakukan hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga 

dan penegak hukum tersebut. Ketiga, materi atau isi dari 
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hukum atau undang-undang (legal substance) yaitu 

menganalisis materi undang-undang, peraturan pemerintah 

atau peraturan lainnya. Analisis materi ini dimaksud untuk 

menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-

undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi 

pokok yang diemban pada awal pembentukan peraturan.
8
 

2. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 

Menurut bahasa Inggris bimbingan berasal dari kata 

“guidance” dari kata kerja “to guide” yang berarti 

menunjukan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan 

yang benar.
9
 

Pengertian bimbingan juga dikemukakan oleh W.S 

Winkel, bimbingan adalah pemberian bantuan kepada 

seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat 

pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan 

penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat 

pesikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan 

sebagainya.
10

 

Menurut Surya yang mengutip pendapat Crow dan 

Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh 

seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki 

                                                           
8
 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam dilengkapi Pendekatan 

Intergratif -Interkonektif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 220. 
9
  Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama 

(di sekolah dan diluar sekolah), (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), hlm.18. 
10

 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 

1999), hlm. 99. 
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peribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada 

seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya 

mengembangkaan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, 

mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat 

pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.
11

 Sedangkan 

perkawinan menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
12

 

Bimbingan perkawinan adalah bantuan atau bimbingan 

yang diberikan kepada calon pengantin yang berisi tuntunaan, 

petunjuk, nasihat pengarahaan dan informasi mengenai 

perkawinan sebagai bentuk usaha membangun keluarga yang 

bahagia dan kekal beradasarkaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Jadi, program bimbingan perkawinan ini merupakan upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk membenkali calon 

pengantin untuk kehidupan rumah tangga kelak, supaya tidak 

terjadi kehancuran (perceraian). 

 

 

 

                                                           
11

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di sekolahan dan Madarssah 

Berbasis Intergrasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 17. 
12

  UU NO. 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) 
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3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 

Berdasarkaan rumusan pengertian diatas, tujuan dari 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai 

berikut : 

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-

problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah 

tangganya, antara lain dengan membantu individu 

memahami hakikat kehidupan berkeluarga, membantu 

individu memahami tujuan hidup berkeluarga, membantu 

individu memahami cara-cara membina kehidupan 

berkeluarga yang sakinah mawaddah, warahmah, 

membantu  individu memahami melaksanakaan 

pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan 

ajaran Islam.
13

 

b. Membantu individu memelihara situasi dan kondis 

pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan 

mengembangkannya agar jauh lebih baik, dengan cara 

memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan 

berumah tangga yang semua pernah terkena problem dan 

telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, 

dan mengembangkan situasi dan kondis pernikahan dan 

rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah dan 

rahmah).
14

 

                                                           
13

 Thohari Musanamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan 

Konseling Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hlm. 71. 
14

  Ibid, hlm.72. 
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4. Metode Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Methodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Maka 

metode secara istilah ialah cara atau jalan yang ditempuh 

untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan 

efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah 

dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasannya 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

5. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan Bagi 

Calon Pengantin 

Sarana dan pembiayaan adalah alat bantu yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang dapat 

menghubungkan antara narasumber dengan peserta. Sarana 

dan pembiayaan bimbingan perkawinan sebagai berikut : 

a. Sarana pembelajaran mengunakaan bentuk silabus dan 

modul yang disediakan oleh Kementrian Agama. 

b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin 

bersumber dari dana APBN dan PNBP NR. 

6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program 

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin  

Keberhasilan dan kesuksesan dari bimbingan 

perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun faktor 

eksternal. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengunakaan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu peneliti mencari informasi dan data secara 

langsung pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang 

diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, 

yaitu mendeskripsikan, menuturkan, dan mengklarifikasi 

secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat 

mempresentasikaan serta menganalisa dengan cermat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, 

yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Pentujuk Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari 

mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah: 
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a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan
15

. Data primer diperoleh dengan cara 

dokumentasi dan wawancara dengan kepala seksi 

bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul, narasumber pelaksanan 

bimbingan perkawinan, serta peserta bimbingan 

perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Gunungkidul. 

b. Data sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bukan 

sumber utama, melainkan  dari hasil penelitian, buku-

buku, majalah, internet, dsb yang sifatnya sebagai 

penunjang dari data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data yang akan penulis 

gunakan ada tiga metode yakni : 

a. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah 

laku non verbal yakni dengan menggunakaan teknik 

observasi. Kunci keberhasilan sebagai teknik 

pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat 

sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, 

                                                           
15

 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (PT Bumi Aksara: 

Jakarta, 2006), hlm.143. 
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atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian 

ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.
16

 Kemudian 

dalam hal ini yang diamati mengenai pelaksanaan 

bimbingan perkawinan. Penyusun melihat secara langsung 

pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti apa.  

Dengan melihat langsung penyusun dapat 

mengetahui apakah dalam pelaksanaan bimbingan 

perkawinan terdapat kendala tidak. Jika terdapat kendala 

apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanan 

bimbingan perkawinan. Selain itu penyusun juga dapat 

mengetahui apakah pelaksanaan  bimbingan perkawinan 

sudah berjalan dengan baik atau belum dan sesuai belum 

dengan Peraturan Direktur Jenderal bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah adalah suatu kejadian atau suatu 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan 

sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

(interviewee) melalui komunikasi langsung
17

. Interview 

dan wawancara digunakan untuk memperoleh data 

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh 

melalui pengamatan. Sistematika yang akan dilakukan 

oleh penyusun adalah dengan cara mengajukan 

                                                           
16

  Muri Yusuf,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian 

gabungan, (Jakarta: Prenadamedia,2014), hlm 384 

  
17

 Ibid, hlm 372. 
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pertanyaan kepada yang diwawancarai. Penyusun 

menyiapkan dan menulis pokok pembahasan yang akan 

ditanyakan kepada pihak yang diwawancarai sehingga 

topik pembahasan tidak menyimpang. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan atau benda yang 

berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Yang menjadi 

sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. 

Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tulisan, artefacts, 

gambar maupun foto
18

. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan salah satunya buku modul bimbingan 

perkawinan untuk calon pengantin, dan data peserta yang 

mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. 

6. Analisa Data 

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis catatan temuan penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara dan lainya untuk meningkatkan 

pemahaman penyusunan tentang fokus yang dikaji dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
19

 

Metode ini diharapkan dapat mencari korelasi antara 

pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan peraturan yang 

berlaku, dengan melihat faktor pendukung dan penghambat 

                                                           
18

  Ibid, hlm 391 
19

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141. 
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Pelaksanann Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di 

Kabupaten Gunungkidul. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab 

dengan sistematika penulisannya sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran 

umum tentang karya penelitian. Bab ini terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas secara umum terkait program 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar belakang 

adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, bimbingan 

perkawinan menurut perundang-undangan, saran  

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul. Meliputi, jumlah angka perkawinan di 

Kabupaten Gunungkidul, Pelaksanaan bimbingan perkawinan  di 

Kabupaten Gunugkidul dan partisipasi masyarakat dalam 

pelakasanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul. 

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai efektivitas 

pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh 

Kementerian Aagam Kabupaten Gunungkidul berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 

379 tahun 2018. 
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Bab kelima berisi Penutup yang berisi tentang kesimpulan, 

saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan dilampirkan 

beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada bab-bab sebelumnya maka 

penyusun mengambil kesimpulan diantaranya: 

1. Pelaksanan bimbingan perkawinan di Kabupaten Gunungkidul 

sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. Karena 

dalam pelakasanaan nya masih terdapat berbagai kendala-

kendala yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

Pelaksanaan bimbingan perkawinan diadakan di setiap 

kecamatan dengan jumlah peserta harus 50 orang atau 25 

pasang calon pengantin, jika tidak mencukupi maka digabung 

dengan kecamatan lainya.  

2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama 

Kabupaten Gunungkidul belum efektif. Karena dalam 

pelaksanaan nya ditemukan berbagai masalah diantaranya: 

a. minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.  

b. keterbatasan dana.  

c. minimnya minat calon pengantin untuk datang ke tempat 

bimbingan perkawinan. 

d. kesibukan calon pengantin bisa karena mempersiapkan 

perkawinan ada juga karena kerjaaan yang tidak mendapat 

izin sehingga memilih untuk berkerja saja.  

e. keterlambatan narasumber ke lokasi bimbingan perkawinan 
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sehingga berimbas pada penyampaian materi tidak sampai 

tuntas karena keterbatasan waktu. 

 

B. Saran 

1. Saran Akdemis 

Penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan yang ada pada penelitian lapangan ini. Penyusun 

berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji 

lebih dalam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinaan 

bagi calon pengantin. Karena untuk tahun yang akan datang 

pasti ada pembahruan peraturan perundang-udangan yang 

akan mengantikan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tetang pentujuk 

pekasanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. 

Sehingga perlu adanya penelitian lapangan lagi apakah sudah 

sesuai apa masih sama dengan peraturan yang sebelumnya 

dalam pelaksanannya. 

2. Saran Umum 

a. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 

Saran saya bagian Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul untuk 

memperhatikan bagian narasumber dan peserta. Untuk 

narasumber harus ditambah lagi, karena saat ini di Kabupaten 

Gunungkidul narasumber yang terbimtek sedikit sekali. Hal 

ini akan berakibat tidak jalan nya bimbingan perkawinan. 

Sesuai yang diamati oleh penyusun ketika pelaksanaan 
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bimbingan perkawinan di KUA ponjong, ada narasumber 

yang tidak bisa datang sehingga panitia pelaksanaan susah 

mencari gantinya.  

Karena dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 harus terbimtek dan 

mendapatkan sertifikat fasilitator. Untuk peserta, 

Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul memberikan 

ketegasan dan perintah kepada seluruh kepala KUA di 

kecamatan Gunungkidul untuk bersosialisasi kepada 

masyarakat akan penting nya bimbingan perkawinan sebagai 

bekal kelak nanti membagun kehidupan rumah tangga.  

Sosialisasi bisa dilakukan saat pendaftaran nikah. Itu 

waktu yang sangat tepat untuk memberikan pemahaman 

kepada calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan. 

Sekali lagi kedua hal diatas merupakan yang paling pokok 

harus dibenahi karena keduanya yang akan menjadi tolak 

ukur berhasil tidaknya bimbingan perkawinan tersebut. Selain 

itu harus diperhatikan juga mekanisme pelaksanaan 

bimbingan perkawinan supaya sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 

tahun 2018. 

b. Untuk peserta bimbingan perkawinan  

Bagi para calon pengantin yang mengikuti bimbingan 

perkawinan untuk lebih aktif dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan karena metode penyampaian materi dari 

narasumber menggunakan metode andragogi. Dan ketika 
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mengikuti bimbingan perkawinan diharap sampai akhir tidak 

berhenti ditengah jalan, dikhawatirkan ilmu yang didapat 

tidak maksimal. 

c. Untuk Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor 379 tahun 2018. 

Peraturan ini harus ditambah lagi atau diperbarui lagi 

karena dalam pelaksanaannya banyak peserta yang tidak bisa 

mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan susah 

mendapat izin dari tempat kerja. Oleh karena itu, 

Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kementerian 

Ketenagakerja untuk membuat aturan baru tentang pemberian 

izin bagi karyawan yang mengikuti bimbingan perkawinan. 

Sehingga kedepannya peraturan ini bisa berjalan dengan baik 

khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  

NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR 

JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang  

sakinah  mawaddah  warahmah perlu dilakukan 

kursus pra nikah bagi remaja usia nikah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang   

Perkawinan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2019); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Eselon I Kemnterian Negara ; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agama; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

(1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada 

remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-

kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. 

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan 

material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana  kasih 

sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu 

memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai  

keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. 

(4) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang 
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selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang 

bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama 

dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi 

keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian 

Agama. 

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam 

mengikuti Kursus pra nikah. 

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang 

menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi 

kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. 

 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam 

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi 

angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. 

 

BAB III  

PENYELENGGARA KURSUS 

Bagian Kesatu Penyelenggara 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi 

keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian 
Agama; 

(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah 

yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi 

keagamaan Islam lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan 

instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. 

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan 

selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. 
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Bagian Kedua Sarana 

Pasal 4 

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk 

silabus dan modul; 

Bagian Ketiga Pembiayaan  

Pasal 5 

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari 

APBN dan APBD; 

Bagian Keempat Sertifikasi 

Pasal 6 

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan 

sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan; 

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 

BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus; 

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat 

kelengkapan pencatatan perkawinan; 

BAB IV  

PESERTA KURSUS 

Pasal 7 

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin 

yang akan melangsungkan perkawinan. 

 

BAB V 

MATERI DAN NARASUMBER 

Pasal 8 

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Kelompok dasar 

b. Kelompok Inti 

c. Kelompok Penunjang 

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). 

(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam 

pelajaran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 9 

(1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur 

dalam Lampiran Peraturan ini; 

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 05 Juni 2013 
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LAMPIRAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA 

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata 

mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan 

sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-

perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga 

turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang 

dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada 

lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan 

tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan 

juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan 

mewarnai karakter sebuah bangsa. 

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat 

kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam 

keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki 

indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama 

anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan 

spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam 

keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga 

sakinah. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan 

kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong 

kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam 

perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk 

kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas 

yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua 

belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar 

harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan 
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pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan 

dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat 

tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga 

pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak 

berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul 

kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia 

nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short 

course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan 

salah satu upaya penting dan strategis. 

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal 

bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang 

seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. 

Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai 

+200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa 

pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi 

remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan 

kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi 

terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. 

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki 

cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam 

rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari 

Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, 

tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ 

organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam 

menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan 

pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan 

yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan 

Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. 

Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi 

lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi 

penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi 

dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai 

penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini. 

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam 

pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah 

dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya 

dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu 

memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan 
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Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi 

peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk 

melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran 

di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai 

kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan 

pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA 

kecamatan. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2019); 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4419); 

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan 

Anak; 

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan 

keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Gerakan Keluarga Sakinah; 

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama 
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Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda 

perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

 

C. Tujuan 

Tujuan Umum : 

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah 

melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman 

dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 

 

Tujuan khusus : 

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara 

tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra 

nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; 

2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi 

remaja usia nikah dan calon pengantin; 

 

D. Pengertian Umum 

1. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada 

remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan 

rumah tangga dan keluarga 

2. Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual 

dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih 

sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan 

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak 

mulia dalam kehidupan bermasayarakat 

3. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari 

Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan 

masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara 

kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan 

pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang 

penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah 

Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan 

kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, 
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narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan 

pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah 

ditetapkan. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  

KURSUS PRA NIKAH 

 

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan 

sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama 

Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan 

serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra 

nikah. 

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot 

cource) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin 

dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 

(tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. 

Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang 

dimiliki oleh peserta. 

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN 

seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga 

masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama 

Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang 

menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan 

dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam 

Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan 

dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya 

disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang 

umumnya pegawai atau buruh. 

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam 

pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah 

dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya 

dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu 

memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan 

Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi 

peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk 

melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran 

di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai 

kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan 

pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA 

kecamatan. 
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BAB III  

PENYELENGGARA  

KURSUS PRA NIKAH 

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat 

Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa 

penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan 

Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah 

mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. 

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah 

dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah 

dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi 

ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini 

adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan 

pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin 

yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh 

KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana 

diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada 

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan 

pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan 

kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan 

pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan 

kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan 

pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab 

pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama 

masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga 

dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam 

rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat 

berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga 

swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 

1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja 

Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya 

seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi 

pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan 

masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus 

termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. 
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BAB IV 

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA  

KURSUS PRA NIKAH 

  

a. Akreditasi 

1. Pengertian Akreditasi 

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari 

Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan 

masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya 

penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam. 

2. Wewenang Akreditasi 

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen 

Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama 

Islam dan Pembinaan Syari’ah; 

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan 

Agama Islam; 

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan 

kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota 

Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

3. Tujuan Akreditasi 

kreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk : 

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan 

Islam penyelenggara kursus pranikah dalam 
menyelenggarakan kursus pranikah; 

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah 

yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi 

keagamaan Islam. 

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah 

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk: 

a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan 

& kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus 

dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada 

baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator- 
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indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh 

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah 

kursus pranikah; 

b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah dapat 

mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan 

memenuhi harapan atau keinginan masyarakat; 

c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat 

melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan 

berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. 

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus 

Pranikah 

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki 

karakteristik : 

a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah; 

b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; 

c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan 

kursus pranikah dan umpan balik perbaikan. 

6. Komponen Penilaian Akreditasi 

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah 

mencakup enam komponen yaitu: 

a) kurikulum dan proses belajar mengajar; 

b) administrasi dan manajemen; 

c) organisasi dan kelembagaan; 

d) sarana prasarana; 

e) ketenagaan; 

f) pembiayaan; 

g) peserta didik; 

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek 

yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi. 

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan 

dilaksanakan dengan melalui prosedur/ langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah 

mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian 

Agama RI; 

b) visitasi oleh asesor; 
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a) penetapan hasil akreditasi; 

b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. 

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus 

Pranikah 

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan 

akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut; 

a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan; 

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi 

akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah; 

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah 

sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

(Kementerian Agama); 

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang 

kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu 

pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta 

kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, 

buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus 

pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar; 

e) profil badan/lembaga. 

9. Hasil Akreditasi 

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara 

kursus pranikah. 

 

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi 

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan 

verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi 

diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan 

nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai 

dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi 

dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-

masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran 

tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan 

kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus 

pranikah di masa mendatang. 

11. Masa Berlaku Akreditasi 

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan 

pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum 

masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan 

sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. 
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12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi 

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara 

periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang 

diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 

tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, 

pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ 

teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah. 

13. Kewenganan Pengawasan 

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen 

Bimbingan masyarakat Islam Cq. 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama 

Islam 

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi 

Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 

b. Visitasi 

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang 

melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus 

pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data 

dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. 

Visitasi dilaksanakan oleh  Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus 

pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan 

dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera 

(maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan 

permohonan akreditasi. 

1. Pengertian Visitasi 

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, 

wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-

hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek 

akreditasi. 

2. Tujuan Visitasi 

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut: 

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi; 

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk 
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menetapkan peringkat akreditasi; 

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, 

wawancara, dan pencermatan data pendukung); 

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak 

merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada 

prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri. 

3. Pelaksana Visitasi 

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan 

dan kewenangan, sebagai berikut : 

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam 

hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki 

kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk 

melaksanakan tugasnya; 

b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi 

termasuk mekanisme visitasi; 

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

prosedur dan norma; 

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, 

dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan; 

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari 

berbagai sumber organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah; 

f) diangkat sesuai surat tugas. 

4. Tata Cara Visitasi 

a) Persiapan 

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi 

sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan 

asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan 

tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, 

prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah 

ditetapkan; 

b) Verifikasi data dan informasi 

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari 

visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau 

cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun 

kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi 

dilakukan dengan cara membandingkan data dan 

informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui 
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pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara. 

c) Klarifikasi Temuan 

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi 

berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang 

sangat signifikan antara fakta lapangan dengan 

data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi. 

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan 

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual 

maupun tim yang terdiri dari: 

1. tabel pengolahan data; 

2. instrumen visitasi, 

3. rekomendasi atas temuan, 

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Kementerian Agama. 

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan 

divisitasi adalah sebagai berikut: 

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan 

kegiatan yang menghambat visitasi. 

b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras 

memanipulasi data dan memberikan keterangan yang 

tidak sesuai dengan kondisi nyata. 

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras 

memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi 

objektifitas hasil visitasi 

6. Pembiayaan Visitasi 

a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas 

Islam; 

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat 

Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi; 

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi 

dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor; 

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak 

dikenakan biaya. 

7. Instrumen Visitasi 

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus 

diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang 

akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form 

pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana 

terlampir. 
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BAB V  

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

I. Sarana Pembelajaran 

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana 

belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh 

kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara 

kursus pra nikah. 

II. Materi dan Metode Pembelajaran 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, 

kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan 

dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus 

(simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

III. Narasumber/pengajar 

a. konsultan keluarga, 

b. tokoh agama, 

c. psikolog, dan 

d. profesional dibidangnya. 

IV. Pembiayaan 
Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat 

bersumber dari dana APBN, dan APBD. 

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan 

kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada 

badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk 

peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu 

badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. 

V. Sertifikasi 
Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh 

Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti 

kegiatan kursus pra nikah. 

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang 

penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) 

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai 

tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah 

mengikuti kursus pra nikah. 

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah 

diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat 
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tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan 

yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen 

sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan 

memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan 

pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang 

kerumahtanggaaan dan berupaya mempersiapkan diri secara 

matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu 

dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang 

seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang 

mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah 

dibekali rambu-rambunya. 

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah 

peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti 

kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap 

pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA 

Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) 

diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan 

berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ 

kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta,  

pada tanggal, 05 Juni 2013 
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Rujukan: 

 

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 

2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS 

4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 

tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS 

5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 

tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah 

6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah 

7. Tata Cara Perkawinan 

8. Tata Cara Perceraian 

9. Tata Cara Rujuk 
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DOKUMENTASI 

Observasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Pojong Gunungkidul 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

 

1. Nama : Taufiqur Rohman 

2. NIM :16350057 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki 

4. Tempat/ Tgl Lahir : Gunungkidul 19 Juni 1997 

5. Agama : Islam 

6. Alamat Asal : Banyusoco Playen Gunungkidul 

7. Email : rohmantaufiqur1997@gmail.com 

 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. RA Yappi Masyitah 2002-2003 

2. MI YAPPI Masyitah 2003-2009 

3. MTsN 6 Bantul 2009-2012 

4. MA Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 2012-2015 

5. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga 2016-2020 
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